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4 WAKIL Ketua Badan Anggaran. .

Dewan Perwakilan Rakyat

;(Banggar DPR) Muhldm Mu-

telah memberikan
cepada pemerintah
| aanAPBN Na-

jénayén Jakarta,

kata ‘Muhidin, dmerlkan

‘pada pemerintah dalam kondi-"

si darurat seperti pandemi
covid-19 dan Kkrisis ekonomi.
Hal itu dirasa perlu agar peng-
ambil kebijakan dapat meres-
pons kebutuhan anggaran
dengan cepat demi melindungi
masyarakat.

Selama pandemi covid-19,

m1salnya pemerintah dapat
menggeser anggaran untuk
membantu masyarakat dan

dunia usaha yang terdampak

oleh wabah. Penggeseran ang-
garan itu tak memerlukan

“persetujuan DPR seperu dalam ;

31tua81 normal

Se] ak awal pandeml' 5

DlSkI‘ESl pengelolaan APBN =

r’f’tuk memmd‘aijl
. mlndahkan :

i k*ompleks‘ S NN

“Ada namanya refocussing,

itu tidak perlu meminta izin -

(dari DPR). Itu bisa dilakukan

‘karena kalau kita lakukan

persetujuan lagi, itu prosesnya
panjang, sedangkan rakyat
sangat membutuhkan,” ujar
Muhidin:

~ Kendati tak memer]ukan

izin parlemen, pemerintah
tetap harus mempertanggung-
jawabkan setiap uang negara
yang digeser atau dikeluarkan.

Sebelumnya, ekonom senior
Institute for Development

of Economics and Finance:-

_ @gima mengubah kebutuhah
‘anggaran sesual kondl i yang

‘ kare'n"‘a
kondisi
1 ketld?a’k

Aviliani menilai sistem yang ;
saat ini digunakan, saat ang- -
garan diporsikan dan pemin-
dahannya membutuhkan per-
setujuan hingga sekitar tiga
bulan, akan tidak efektif untuk
bisa mengatasi masalah yang
mungkin dihadapi di masa
depan.

Ia juga menyebut dlSkI‘ESl
dibutuhkan untuk memper-
cepat proses atau kebijakan
yang berkaitan dengan masya-

- rakat kelas bawah. Misalnya
saja seperti bantuan sosial.

(Mir/E-2)



